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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan
perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RENSTRA
Dinas Ketahanan Pangan. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-
Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan
aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan
tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih
mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan
dan dapat dipertanggung jawabkan juga berperan sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas
Ketahanan Pangan. Renja juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam
Paser Utara dan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.

Perencanaan yang dimaksud merupakan perencanaan strategi yang berisikan program-
program pembangunan Ketahanan Pangan yang bernilai strategi bagi tercapainya visi, misi,
sehingga dapat memberikan arah pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat
luas.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan penjabaran tindak lanjut dari tugas
pokok dan fungsi yang dimiliki kedalam bentuk program dan kegiatan. Dengan tersusunnya
Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam
pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan percepatan pencapaian
tujuan dan sasaran untuk pemanfaatan ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih kurang sempurna, baik di
tinjau dari kandungan informasi yang disampaikan maupun secara redaksionalnya, untuk itu
kritik serta saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima untuk penyempurnaannya.
Dengan demikian mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan memenuhi
kebutuhan serta harapan semua pihak. A

Henajam,  Maret 2024
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan didasari oleh Undang - Undang Nomor :
7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan, dimana dijelaskan bahwa pengelolaan cadangan
pangan ditentukan sendiri sesuai kepentingan nasional. Ketahanan Pangan
didaerah termasuk dalam urusan wajib berdasarkan PP 38 Tahun 2007 serta
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/OT.010/8/2016 tentang
Pengelompokan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi dan
Kabupaten /Kota.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan
berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan, dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Komponen-komponen Rencana Strategis ini mengacu pada RPD Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas
Ketahanan Pangan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk
mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan ke dalam
RPD Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan

pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari
pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh.
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1.2.Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun

2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 — 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2017 Tentang
Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
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14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 11 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024 — 2026.

1.3.Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 ditetapkan dengan maksud
untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun
anggaran 2025 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Penajam Paser Utara guna mewujudkan tujuan yang diharapkan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun
2025 adalah untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan
efisien.
Selanjutnya fungsi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ini adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) kedalam rencana operasional dan
memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas

Ketahanan Pangan.

2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder di bidang Ketahanan Pangan dalam
merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam program dan
kegiatan tahun 2025.

3. Menyatukan tujuan kegiatan semua bidang dalam rangka pencapaian visi dan misi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Memberikan arah dan pedoman bagi semua bidang di lingkungan Dinas Ketahanan

Pangan dalam menyusun RKA SKPD.

5. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja

penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan SKPD Dinas Ketahanan.

6. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
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Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai

berikut :

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV
BAB V

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan.

Hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023, yang berisikan
Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Tahun 2023, analisis
kinerja pelayanan dinas ketahanan pangan, isu - isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas ketahanan pangan, review
terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang berisi Telaahan terhadap
kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan
serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Penutup
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BAB I

EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
Tahun berjalan

Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar
yang di tetapkan pada Rencana Strategis dengan realisasinya. Perbandingan ini
ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Penajam Paser Utara dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi
realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan
serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan
keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagaimana di tetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016
Nomor 3 ) dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2017, Dinas
Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan dibidang Ketahanan Pangan Daerah serta penilaian atas
pelaksanaannya.

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Tri Wulan Il (kedua)
telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai
dengan tujuan, sasaran dan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) 2024-2026.

Alokasi dana dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 sebesar
Rp. 7.163.879.882,- ( Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh
Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), terdiri dari 5 (lima)

Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan.

Tabel. 1 Program dan Kegiatan Tahun 2023 :

No | Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi Keu | Fisik
(Rp) (%) | (%)
1 Program Administrasi Penyusunan 50.483.330 38.699.305 76,66 | 100
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Penunjang Keuangan Dokumen
Urusan Perangkat Perencanaan
Pemerintahan | Daerah Perangkat Daerah
Daerah Kab/
Kota
Penyediaan Gaji | 3.466.239.877 | 3.202.813.080 | 92,40 | 100
dan Tunjangan
ASN
Penyediaan 50.537.520 49.997.520 98,93 | 100
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
Administrasi Penyediaan Barang | 1.160.000 1.160.000 100 100
Umum Cetakan dan
Perangkat Penggandaan
Daerah
Penyediaan Bahan | 1.280.000 1.040.000 81,25 | 100
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Penyelenggaraan 104.155.900 92.161.448 88,48 | 100
Rapat  Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
Penyediaan Penyediaan Jasa | 26.843.090 26.841.610 99,99 | 100
Jasa Surat Menyurat
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa | 56.120.616 34.983.722 62,34 | 100
komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa | 888.677.500 875.371.000 98,50 | 100
Pelayanan Umum
Kantor
Pemeliharaan | Penyediaan Jasa | 32.335.000 28.756.524 88,93 | 100
Barang Milik | Pemeliharaan,
Daerah Biaya
Penunjang Pemeliharaan dan
Urusan Pajak Kendaraan
Pemerintahan | Perorangan Dinas
Daerah atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 Program Penyediaan Penyediaan 2.237.500 2.237.500 100 100
Pengelolaan Infrastruktur infrastruktur
Sumber Daya | dan  seluruh | pendukung
Ekonomi Pendukung kemandirian
untuk Kemandirian pangan lainnya
Kedaulatan Pangan sesuai
dan Kewenangan
Kemandirian Daerah  Kab/
Pangan Kota
3 Program Penyediaan Penyediaan 32.074.658 25.903.010 80,76
Peningkatan | dan informasi harga
Diversifikasi Penyaluran pangan dan neraca
dan Pangan Pokok | bahan makanan
Ketahanan atau Pangan
Pangan lainnya sesuai
Masyarakat dengan
Kebutuhan
Daerah  Kab/
Kota dalam
rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
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Harga Pangan

Pemantauan stok, | 21.161.022 18.828.522 88.98
pasokan dan harga
pangan
Pengembangan 1.459.750 1.459.750 100
kelembagaan dan
jaringan  distribusi
pangan
Pengembangan 600.000 600.000 100
kelembagaan
usaha pangan
masyarakat dan
toko tani indonesia
Pengelolaan Pemeliharaan 660.000 660.000 100
dan cadangan pangan
Keseimbangan | pemerintah
Cadangan kabupaten/ kota
Pangan Kab/
Kota
Pelaksanaan Pemberdayaan 150.000.000 131.488.800 87,66
Pencapaian masyarakat dalam
Target penganekaragaman
Konsumsi konsumsi  pangan
Pangan berbasis sumber
Perkapita/ daya local
Tahun sesuai
dengan Angka
Kecukupan
Gizi
Koordinasi dan | 68.915.395 68.755.630 99,77
sinkronisasi
pemantauan  dan
evaluasi konsumsi
per kapita per tahun
4 Program Penanganan Pelaksanaan 11.759.440 11.759.440 100
Penanganan | Kerawanan pengadaan,
Kerawanan Pangan pengelolaan dan
Pangan Kewenangan penyaluran
Kabupaten/ cadangan pangan
Kota pada kerawanan
pangan yang
mencakup dalam 1
(satu) daerah kab/
kota
5 Program Pelaksanaan Sertifkasi 28.995.500 28.979.800 99,95 | 100
Pengawasan | Pengawasan keamanan pangan
Keamanan Keamanan segar asal
Pangan Pangan Segar | tumbuhan daerah
Daerah kabupaten/ kota
Kabupaten/
Kota
Jumlah 4.945.212.768 | 4.603.797.356 | 93,10 | 100

Dari tabel diatas diketahui terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang memiliki penyerapan

anggaran hanya 62,34 % yaitu Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

dikarenakan kegiatan tersebut pelaksanaanya hanya sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan tagihan yang telah digunakan. Namun secara keseluruhan realisasi

keuangan mencapai 93,10 % dengan target kinerja dapat tercapai 100 %.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output

pada tahun 2023, maka perlu dicermati kembali Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Tahun 2023 berdasarkan pada outcome setiap program sesuai dengan Formulir

Evaluasi Pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025




Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan triwulan Il Tahun Anggaran 2024

dengan anggaran mencapai sebesar 8.169.589.386 terdiri atas 5 Program, 13 Kegiatan

dan 29 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai

42,50 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran. Berdasarkan

kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 maupun perkiraan

capaian Tahun Anggaran 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai

berikut:

1. Masih Rendahnya Sarana dan Prasarana Pencadangan Pangan Daerah.

2. Belum meningkatnya penganekaragam konsumsi pangan, keamanan pangan dan
penanganan kerawanan pangan.

3. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur yang Berkualitas sehingga
berdampak pada kualitas produk dokumen Perencanaan yang Dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun

2024-2026, maka pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam

Paser Utara menyusun Strategi :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul dan Peningkatan

Kemandirian Pangan Daerah.

Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi infomasi.

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

o bk 0N

Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan

kecukupan pangan dan gizi di daerah.

6. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta
penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG).

7. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

8. Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) urusan yaitu urusan wajib bidang ketahanan
pangan.
Kondisi umum pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :
a. Pencapaian Score Pola Pangam Harapan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi

pangan adalah melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Konsumsi

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 8



didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman
dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi
dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)
tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.
Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator mutu gizi yang didasarkan pada
keberagaman konsumsi pangan dapat menjadi salah satu indikator ketersediaan
keberagaman pangan di suatu daerah untuk memenuhi gizi masyarakat. Di bawah
ini merupakan tabel Scor Pola Pangam Harapan Konsumsi Kabupaten Penajam
Paser Utara dari tahun 2021 — 2023.

Tabel. 2 Capaian Skor Pola Pangan Harapan 2021-2023

Tahun Skor Pola Pangan Harapan (%)
2021 83,9
2022 81,8
2023 82,9

Menurunnya konsumsi pangan masyarakat dapat berpengaruh pada pemenuhan
nutrisi dan energi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari - hari. Hal ini
menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam dimana masih
tingginya konsumsi padipadian serta minyak dan lemak. Selain itu konsumsi
pangan hewani, umbi-umbian, sayur, buah, dan kacang-kacangan masih rendah.
Tercapainya Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan konsumsi pangan
oleh Dinas Ketahanan Pangan telah dilakukan melalui upaya Perubahan
pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dengan penyebaran informasi
terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
(B2SA) serta pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bagi
kelompok wanita tani di desa guna mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber-

sumber pangan untuk kebutuhan keluarga.

b. Penguatan Cadangan Pangan
Mengacu Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan
pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan
masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu
bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan pokok tertentu,
misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok
masyarakat di daerah setempat. Dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan
dan bencana alam serta antisipasi masa paceklik, Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Penajam Paser Utara bekerja sama dengan Bulog untuk antisipasi

masa paceklik atau bencana alam. Pengembangan cadangan pangan
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masyarakat, dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat
terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik.
Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan
mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan. Jumlah
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di perum Bulog
saat ini sebanyak 22 ton beras. Guna mendukung ketersediaan bahan pangan
utamanya padi di Kabupaten Penajam Paser Utara juga terdapat kelembagaan
ketahanan pangan yang berbasis masyarakat sebagai berikut :

Tabel. 3 Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

No Kelembagaan Ketahanan Pangan Jumlah

1 Lumbung Pangan 10 Unit

c. Penyediaan Informasi Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan Harga pangan menjadi salah satu indikator
kecukupan pangan masyarakat. Harga juga merupakan salah satu elemen penting
dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat
konsumen berpengaruh terhadap: (a) akses pangan; (b) kondisi rawan pangan; (c)
ketersediaan pasokan; (d) kondisi permintaan; (e) kelancaran distribusi pangan; (f)
kondisi perdagangan di pasar internasional; (g) dampak implementasi kebijakan
pemerintah; dan (h) daya beli masyarakat. Fluktuasi harga pangan akan
berpengaruh kepada kesejahteraan produsen maupun konsumen. Ketika harga
produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga
produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh
karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingkan
produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk
mendapatkan kesempatan hidup layak, tetapi disisi lain dengan membiarkan
harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan
tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen. Salah satu pendekatan
untuk memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang
akurat dari waktu ke waktu adalah dengan metode panel data, yang diperoleh
secara periodik atau berkala (time series) dari sasaran yang sama. Metode panel
data ini terbukti mampu menggambarkan dinamika perkembangan data dalam
kurun waktu relatif panjang. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh
gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat
memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian
memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan. Berikut ini
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dapat dilihat tabel data harga pangan pokok dari tahun 2021-2023 sebagai berikut

Tabel.4 Perkembangan Harga Rata-Rata Bahan Pangan dari Tahun 2021 -
2023 di Kabupaten Penajam Paser Utara

No | Komoditi 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp)
1 | Gabah 4.044 3.900 4.000
2 Beras Premium 12.669 12.521 16.000
3 Beras Medium 11.146 11.493 14.750
4 Beras Lokal 10.047 10.153 12.750
5 | Jagung Pipil 7.182 7.667 9.250
6 Jagung Giling 9.516 9.972 9.250
7 Tepung Terigu 8.299 9.917 -

8 Kedelai 12.484 14.722 15.000
9 Daging Sapi 126.589 136.944 150.000
10 | Daging Ayam Potong 37.240 40.243 42.500
11 | Telur Ayam Ras 26.794 28.476 29.500
12 | Minyak goreng Curah - - -

13 | Minyak Goreng Kemasan 16.427 22.222 18.000
14 | Gula pasir 13.010 14.688 18.000
15 | Bawang Merah 29.057 40.278 35.000
16 | Bawang Putih 27.599 28.556 38.000
17 | Cabe Keriting 42.125 51.806 65.000
18 | Cabe Rawit 65.716 70.729 85.000
19 | Ubi Jalar 7.107 7.597 10.000
20 | Ubi Kayu 3.880 5.056 6.000
21 | Tomat 12.974 13.799 15.000
22 | Kentang 16.786 17.000 19.000
23 | Wortel 19.292 18.021 19.500

d. Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Salah satu upaya untuk
memenuhi tersedianya informasi mengenai situasi ketahanan pangan dan
kerentanan pangan suatu daerah, maka dilaksanakan monitoring situasi ketahanan
pangan wilayah melalui penyusunan dan pengembangan peta situasi dan
ketahanan pangan. Melalui pengembangan peta tersebut diharapkan dapat
menjadi instrumen pemetaan yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan
gizi di seluruh wilayah Indonesia. Penyusunan peta digunakan untuk para penentu
kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program dalam

mengurangi prevelansi kerawanan pangan dan gizi. Sejak tahun 2002, pemerintah
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bekerja dengan World Food Programing (WFP) untuk memperkuat pemahaman ini
melalui pengembangan peta ketahanan pangan. Peta ini berfungsi sebagai alat
untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan memberi informasi kepada proses
pembuatan kebijakan dibidang ketahanan pangan . Kerja sama tersebut telah
menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (Food Security Atlas — FIA) pada tahun
2005 dengan cakupan wilayah analisis sampai dengan tingkat kabupaten. Peta
tersebut kemudian dimutakhirkan dan diubah menjadi peta ketahanan pangan dan
kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability and Atlas —FSVA) pada tahun
2009. Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional pada tahun 2010 mulai
disusun FSVA Provinsi dengan unit analisa sampai dengan tingkat kecamatan.
Peta tersebut terakhir dimutakhirkan pada tahun 2014. Untuk mempertajam tingkat
analisis ketahanan pangan dan kerentanan pangan pada tahun 2012 mulai disusun
FSVA Kabupaten dengan tingkat analisis sampai dengan level desa. Peta ini
mengklasifikan desa pada kabupaten berdasarkan tingkat kerentanan terhadap
kerawanan pangan. Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten
menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam
mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor
seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia infrastruktur yang berkaitan
dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap
kehidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa. Maksud dan
tujuan dari penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security
and Vulnerability Atlas / FSVA) tingkat desa adalah menyediakan informasi bagi
pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta
intervensi kerawanan pangan dan gizi di kabupaten sehingga FSVA dapat
menjawab:

1. Dimana daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan? (Lokasi Desa se
Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat dilihat dari Peta Komposit).

2. Mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan? (Lokasi Desa

se Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat dilihat dari Rasio Luas Lahan
Baku Sawah terhadap Luas Wilayah, Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia
Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga, Rasio Penduduk dengan Tingkat
Kesejahteraan Terendah terhadap Jumlah Penduduk Desa. Desa yang tidak
memiliki Akses Penghubung Memadai, Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih,
Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Kepadatan Penduduk.
Sesuai dengan hasil analisa dan pengolahan data tahun 2023 untuk rasio
Komposit, dari 54 desa/kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah
tidak ada desa/kelurahan yang mempunyai kategori sangat rentan dan terdapat
7 desa kategori prioritas 2 rentan pangan.
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e. Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang menyajikan gambaran
menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan
(utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu
satu tahun) NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas
dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan
dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang
diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah total
yang diimpor dan dikurangi dengan jumlah total yang diekspor selama periode
tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan,
bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, serta bahan makanan yang
tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan per kapita untuk dikonsumsi
diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi
penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara bersumber dari produksi daerah
(lokal), pasokan dari luar Kabupaten serta stock/cadangan pangan. Ketersediaan
bahan pangan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam
hal jumlah maupun mutu pangan untuk dikonsumsi seluruh penduduk di setiap
wilayah dan waktu. Besarnya jumlah bahan pangan yang dibutuhkan untuk
konsumsi diperoleh dengan pendekatan jumlah penduduk dikalikan dengan angka
konsumsi.

Adapun gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat
ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM). Ketersediaan bahan pangan
utama telah mampu mencukupi Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditingkat konsumsi
(2.150 kkal/kapita/hari), dan melebihi angka ketersediaan energi dan protein yang
direkomendasikan yaitu 2.400 kkal dan 63 gram. Kelompok padi-padian yaitu beras
dan jagung merupakan kelompok tertinggi penyumbang energi selain kelompok
minyak dan lemak. Metode penghitungan NBM pada tahun 2023 menggunakan
Data penduduk pertengahan tahun bersumber dari BPS yaitu Proyeksi Penduduk
Indonesia 2010 — 2035 hasil Sensus Penduduk tahun 2010, yang telah dikoreksi
dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 — 2045 yang merupakan hasil Survey
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2019. Dimana perkiraan jumlah
Penduduk Kabupaten Penajam Paser utara pada tahun 2023 sebesar 197.634
jiwa. Ketersediaan energi, protein dan lemak untuk dikonsumsi penduduk
Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 masih di dominasi sumber bahan
makanan yang berasal dari sumber nabati dibandingkan dengan yang bersumber

dari hewani.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 13



Tabel 6. Scor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Paser Utara Tahun 2021-2023

Kabupaten Penajam

No Kelompok Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Bahan Pangan
Skor Riil | Skor PPH | Skor Riil Skor PPH Skor Riil Skor PPH

1 Padi-Padian 38,8 25,0 33,5 25,0 25,0 25,0

2 Umbi-Umbian | 2,3 2,3 12,3 2,5 2,5 0,9

3 Pangan 30,4 24,0 30,6 24,0 25 21,9
Hewani

4 Minyak  dan | 6,5 5,0 6,4 5,0 5,0 5,0
Lemak

5 Buah/ Biji | 0,3 1,0 0,3 0,3 1 0,3
Berminyak

6 Kacang- 9,4 10,0 9,6 9,6 10 5,6
Kacangan

7 Gula 2,1 2,5 2,1 2,1 2,5 2,0

8 Sayuran dan | 22,2 22,2 20,7 20,7 30 22,1
Buah

9 Lain - Lain - - - - - -

Jumlah 104,6 111,3 90,30 115,4 101 82,9

Tabel 7. Ketersediaan Energi dan
Paser Utara Tahun 2021-2023

Protein Perkapita Kabupaten Penajam

No Uraian Tahun
2021 2022 2023

1 Total Energi (Kal/Kap/Hr) 2.950 3.201 2.554
- Nabati 2.562 2.810 2.262
- Hewani 388 391 292

2 Total Protein (Gr/Kap/Hr) 95,34 94,96 71,52
- Nabati 60,87 37,70 45,63
- Hewani 34,47 25,82 25,89

3 Total Lemak (Gr/Kap/Hr) 58,57 63,52 77,34
- Nabati 32,34 37,70 57,57
- Hewani 28,24 25,82 19,77

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan total energi

untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebesar
2.554 kkal/Kapita/hari atau 106,41 % dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400

kkal/Kapita/hari yang dianjurkan berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional
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Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
75 Tahun 2013 sehingga terdapat kelebihan/surplus pada ketersediaan energi.
Ketersediaan total energi tersebut menurun sebesar 647 kkal/Kapita/hari atau 20,21
% dari total ketersediaan energi tahun 2022 yakni sebesar 3.201 kkal/Kapita/hari.
Ketersediaan total energi tersebut di dominasi dari pangan nabati sebesar 2.262
kkal/Kapita/hari atau 88,56 %, sedangkan pangan hewani sebesar 292
kkal/Kapita/hari atau 11,44 % dari total kecukupan ketersediaan energi.
Ketersediaan Protein untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
pada tahun 2023 sebesar 71,52 gram/Kapita/hari atau 113,52 % dari Angka
Kecukupan Protein (AKP) 63 gram/Kapita/hari yang dianjurkan berdasarkan
rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013. Angka ketersediaan protein
tersebut mengalami penurunan sebesar 23,44 gram/Kapita/hari atau 24,68 % dari
ketersediaan protein tahun 2022 sebesar 94,96 gram/Kapita/hari. Ketersediaan
protein tahun 2023 berasal protein nabati sebesar 45,63 gram/Kapita/hari atau
63,96 % sedangkan ketersediaan protein hewani sebesar 25,89 gram/Kapita/hari
atau 36,19 % dari total kecukupan ketersediaan protein. Dan Ketersediaan Lemak
tahun 2023 sebesar 77,34 gram/Kapita/hari, ada kenaikan sebesar 13,81
gram/Kapita/hari atau 21,71 % dari tahun 2022 yaitu 63,55 gram/Kapita/hari,
ketersedian lemak didominasi lemak Nabati sebesar 57,57 gram/Kapita/hari atau
sebesar 74,43 % dan lemak hewani 19,77 gram/Kapita/hari atau sebesar 25,57 %
dari total kecukupan ketersediaan lemak.

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Renja

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian Tahun
2023
1 | Peningkatan Pemantapan Persentase Indeks 85 %
pelayanan prima sarana dan Kepasan Masyarakat
kepada publik prasarana (IKM)
pemerintahan
dengan
dukungan
teknologi
informasi
2 | Peningkatan Peningkatan Pencapaian Skor Pola 85 %
Kontribusi PDRB Kemandirian Pangan Harapan
Sektor Non Pangan
Pertambangan dan Daerah
Penggalian
Tingkat stabilitas 10 Desa/ Lokasi
harga komoditas
pangan/Meningkatkan
daya beli masyarakat
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Pertumbuhan jumlah 10 Kelompok/
pelaku usaha Orang
agribisnis

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja
dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu
pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama). Capaian kinerja pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi
dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.
Keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat dari pencapaian indikator

yang telah ditetapkan.

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ketersediaan bahan pangan adalah

tersedianya bahan pangan yang bersumber dari kemampuan suatu daerah
memproduksi bahan pangan dan menjaga kestabilan stok baik yang berada di
Bulog, Lumbung Pangan, Lembaga Pembeli Gabah maupun Distributor serta alur
distribusi bahan pangan tanpa mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan
bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk. Indikator ini digunakan untuk
mengukur tingkat ketersediaan bahan pangan domestik, khususnya pangan utama,
sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani guna menunjang kebutuhan gizi
masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, yang meliputi komoditas beras,
jagung, gula pasir, telur, daging dan ikan masih di atas kebutuhan setiap tahun.
Dengan kata lain ketersediaan bahan pangan lebih dominan dipengaruhi oleh
tingkat produksi dan produktivitas setiap komoditi dari pada pengaruh stok bahan
pangan.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam capaian kinerjanya di bidang
ketersediaan bahan pangan terhadap kebutuhan rata-rata yang cenderung
stabil/terlampaui harus tetap dipertahankan untuk menjamin ketersediaan bahan
pangan dalam jumlah cukup sampai di tingkat rumah tangga, kualitas memadai dan
tersedia sepanjang waktu melalui ketersediaan produksi, produktivitas dan
pengembangan produk olahan bagi kebutuhan konsumsi masyarakat di Kabupaten
Penajam Paser Utara, serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani.

2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
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Distribusi pangan adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa pangan yang
melibatkan penyimpanan pemprosesan, transportasi, pengemasan dan pemasaran
bahan pangan. Distribusi pangan merupakan salah satu sub sistem ketahanan
pangan yang peranannya sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara
dengan baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan
terpenuhi. Distribusi pangan ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien
dan merata disetiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan
masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Gangguan distribusi pangan ini
berdampak pada kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga bahan pangan
serta berpengaruh terhadap rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli
masyarakat menurun.

Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau
ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Di
Kabupaten Penajam Paser Utara masih ada penduduk miskin, daerah rawan
pangan, produksi pangan yang dihasilkan tidak merata antar wilayah dan
sepanjang waktu, potensi SDA yang berbeda dimasing-masing wilayah akan
berpengaruh terhadap distribusi dan pasokan bahan pangan. Kondisi ini, pada
akhirnya akses pangan pada setiap individu rumah tangga akan semakin menjadi
rendah apabila ketersediaan pangan setempat terbatas, pasar tidak tersedia,
transportasi terbatas, pendapatan rendah, pengangguran tinggi, budaya setempat
belum memadai oleh sebab itu, peranan distribusi pangan yang terjangkau dan
merata sepanjang waktu kiranya akan berpengaruh terhadap peningkatan akses
pangan bagi setiap rumah tangga didalam memenuhi kecukupan pangannya.
Cadangan pangan merupakan komponen penting dalam ketersediaan pangan yang
dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan,
disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya
kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau
terhentinya pasokan bahan pangan misalnya karena putusnya prasarana dan
sarana transportasi akibat bencana alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat adalah melalui pengembangan
lumbung pangan. Lumbung dipandang sebagai model pengembangan cadangan
pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Upaya ini dilakukan melalui
pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumber daya yang
tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Pengembangan lumbung
masyarakat bertujuan untuk : a). Meningkatkan volume stok cadangan pangan
untuk kebutuhan masyarakat karena produksi tidak merata sepanjang tahun; b).
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Menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan
yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan dan c). Sebagai bantuan bahan
pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keadaan darurat.

3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Kebutuhan bahan pangan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang
mengkonsumsi bahan pangan serta komposisi bahan pangan yang dikonsumsi dan
sebagian kecil dipengaruhi oleh tingkat kompetensi pangan antara manusia dan
hewan ternak serta bahan baku minyak.
Kebutuhan bahan pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, dari setiap komoditas
berpedoman pada angka kebutuhan perkapita pertahun. Berdasarkan identifikasi
pola konsumsi yanng dilakukan setiap tahunnya berdasarkan kelompok umur,
tingkat sosial ekonomi menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat menunjukkan
skor diatas 100 dari Pola Pangan Harapan (PPH). Hal ini menggambarkan bahwa
konsumsi bahan karbohidrat (nasi) melebihi ideal yang dikhawatirkan, cenderung
rentan terhadap diabetes, Sedangkan konsumsi protein, lemak, vitamin dan mineral
masih di bawah angka ideal yang dapat mengakibatkan rentan terhadap gangguan
berbagai penyakit, pertumbuhan badan dan perkembangan kecerdasan otak bagi
anak-anak.
Konsumsi karbohidrat banyak bersumber dari beras, sedangkan sisanya berasal
dari jagung dan umbi-umbian. Konsumsi protein berasal dari hewani, nabati
terutama kacangkacangan. Sedangkan konsumsi vitamin dan mineral hampir

semuanya berasal dari bahan pangan nabati yaitu sayuran dan buah-buahan.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
a) Tantangan

1. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen

raya.

2. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang cukup tinggi mengancam

ketersediaan pangan daerah;

3. Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis
akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan
transien akibat bencana alam mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi

sangat rentan;
4. Belum efisiennya distribusi pangan;

5. Skor pola pangan harapan belum optimal, sehingga pola konsumsi masyarakat
belum ideal;
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9.

Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan

keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal;

. Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum

dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum

memenuhi standar mutu pangan.

Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan
alternatif yang berasal sumber pangan lokal).

Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu

beras/padi.

b) Peluang

1.

Besarnya jumlah penduduk kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pasar
produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah menjadikan salah satu

sumber penghasil beras terbesar di Provinsi Kalimantan Timur.

. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang terus

meningkat memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran

gizi masyarakat.

. Masih cukup luasnya lahan pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana

peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga.

. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas bagi masyarakat.

. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat

pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan

pembangunan ketahanan pangan.

. Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Pertanian,

Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi

Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar, dan Badan POM serta Bulog.

. Adanya intervensi pemerintah dalam upaya pengendalian harga gabah yang

dilaksanakan oleh Bulog, dan Lembaga Pembelian Gabah.

. Terbentuknya kelompok Afinitas Mandiri pada setiap program dan kegiatan yang

bersifat kepenyuluhan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat

miskin.

. Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Povinsi, Kabupaten dan

Kota.
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10. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan

bermutu Adanya komitmen Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

11. Adanya Kebijakan Nasional Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan
(P2KP).

Isu Startegis pada RPD Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 yaitu:
1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif
2. Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi

3. Peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi pelayanan, berwawasan

lingkungan, dan berkelanjutan

4. Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen
perencanaan lainnya. Isu strategis yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Penajam Paser Utara maka dapat dirumuskan berbagai isu strategis
yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
terutama di dalam merumuskan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan
selama tiga tahun ke depan sesuai dengan kebijakan nasional tentang pangan.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui penetapan dan
penyelenggaraan CPPD (termasuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran CPPD).
Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim
ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh
terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan

penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

2. Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan
melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca
pangan, penguatan sarana prasarana logistik pangan. Isu produksi dan
ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian dan semakin menarik perhatian
mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin
terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh
upayaupaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan
pertanian baru yang potensial. Adapun untuk stabilitas pasokan, harga pangan dan
distribusi penting karena : (a) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan,
sehigga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b)

harga pangan dunia semakin tidak menentu,dan indonesa sangat rentang terhadap
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3.

pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan
menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum
memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat
sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan
produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan
mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian.
Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan
sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu
transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini
berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan
segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak
memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan
rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung
naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya
rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya

diterima oleh petani berkurang.

Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan

kecukupan pangan dan gizi di daerah.

Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta
penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
Potensi daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat
diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber
daya yang rendah dan terjadi bencana alam. Penanganan daerah rentan rawan
pangan dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi
kerawanan pangan maupun Kkegiatan intervensi penanggulangan kerawanan
pangan dan gizi serta adanya sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah

rentan rawan pangan.

Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local Kualitas dan
kuantitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan angka skor Pola
Pangan Harapan (skor PPH). Pola konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam,
Bergizi Seimbang dan Aman) masih relatif rendah sehingga perlu dilakukan
percepatan penganekaragam konsumsi pangan yang salah satu strateginya adalah
dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan
keluarga dan memperbanyak model pengembangan pangan pokok lokal, serta
melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menganekaragamkan sumber

karbohidrat dari beras ke jenis lain.
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6. Peningkatan Keamanan Pangan Segar Saat ini masih cukup banyak digunakan
kasus gangguan kesehatan akibat pangan segar yang tidak aman karena terpapar
oleh cemaran secara biologi dan fisik maupun penggunaan bahan kimia yang
berlebihan di masyarakat/ pelaku usaha. Merebaknya kasus keracunan pangan
segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen
maupun pelaku usaha terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk
ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan
keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan

pengendalian keamanan pangan segar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana kerja disusun dalam rangka pemutahiran rencana kerja sebagaimana

tertuang dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser
Utara pada tahun yang bersangkutan. Renja merupakan landasan operasional bagi
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bidang urusan yang menjadi
kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah
daerah. Adapun proses tahapan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan untuk
tahun 2025 adalah sebagai berikut :
a. Persiapan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Pada tahap ini masing-masing bidang yang berada di lingkup Dinas Ketahanan

Pangan dimintakan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025,

dengan memperhatikan

- Capaian sasaran hasil pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan yang direncanakan

pada tahun 2025.

- Penjabaran kegiatan dan sasaran output guna mencapai sasaran hasil (outcome)

- Hasil analisis prakiraan maju anggaran untuk mengetahui pagu indikatif bagi setiap

program dan kegiatan

- Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka
mensinkronisasikan capaian sasaran, hasil/keluaran dan pagu indikatif.

b. Rekapitulasi Usulan dari masing-masing Bidang di Dinas Ketahanan Pangan.
Setelah masing-masing bidang selesai dalam merencanakan usulan kegiatan tahun
2025, maka usulan itu kemudian direkap sehingga menjadi satu kesatuan usulan
konfrehensip Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk
tahun anggaran 2025.

c. Penyusunan rancangan Renja
Dari hasil kesepakatan dan komitmen dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas

Ketahanan Pangan, maka disusun rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan
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Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengacu pada RKPD yang telah

ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Review rancangan awal anggaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.

10.665.111.714, terdiri dari 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga

puluh satu) Sub Kegiatan. Hasil Analisis kebutuhan disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya :

1. Belanja gaji dan tunjangan pegawai dan honor tenaga harian lepas.

2. Belanja rutin kantor dan Belanja Jasa sewa kendaraan roda 4 .

3. Penguatan cadangan pangan pemerintah Daerah (CPPD) melalui penetapan dan
penyelenggaraan CPPD (termasuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran CPPD)
Belanja bantuan pangan pokok kepada balita dan Masyarakat yang rentan
terhadap kerawanan pangan dan gizi.

4. Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilitasi pasokan dan harga pangan
melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan
neraca pangan, penguatan sarana prasarana logistic pangan

5. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta
penyelenggaraan system peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
6. Belanja Hibah kepada kelompok Wanita Tani (KWT) atau PKK Desa dan

Kelurahan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan melalui tahapan
proses yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat,
organisasi, LSM dan asosiasi-asosiasi yang ada di masyarakat. Proses tersebut dimulai
dari kegiatan Forum Musyawarah mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat
kecamatan. Selanjutnya hasil dari musyawarah tingkat kelurahan dan kecamatan
tersebut dijadikan sebagai bahan usulan ke tingkat Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten guna mensinkronisasikan usulan
program/kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Disamping itu usulan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan isu-isu
penting dalam rangka penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan

Pangan, sehingga ke depan diharapkan isu-isu tersebut dapat tertangani dengan baik.
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BAB Il

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Prioritas Nasional di bidang Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Penguatan cadangan pangan pemerintah Daerah (CPPD) melalui penetapan dan
penyelenggaraan CPPD (termasuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran CPPD)

2. Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilitasi pasokan dan harga pangan
melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca
pangan, penguatan sarana prasarana logistic pangan.

3. Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan
kecukupan pangan dan gizi di Daerah.

4. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)
penyelenggaraan system peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)

5. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

serta

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa tujuan dan
sasaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program dan kegiatan Renja Dinas
Ketahanan Pangan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian
Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu :
e Peningkatan Kemandirian Pangan Daerah
b. Peningkatan pelayanan prima kepada publik

Adapun sasaran dari tujuan tersebut yaitu :
e Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan

teknologi informasi.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada tahun rencana ditampilkan pada tabel 3.2
sebagai berikut :

Tabel 9
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

No Tujuan Sasaran Indikator Capaian Target
Sasaran Tahun 2023 | Tahun 2025
1 | Peningkatan Kontribusi | Peningkatan | Pencapaian 85 % 87 %
PDRB Sektor Non Kemandirian | Skor Pola
Pertambangan dan Pangan Pangan
Penggalian Daerah Harapan
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2 | Peningkatan Pemantapan | Persentase 85 % 88,70 %
pelayanan prima sarana dan Indeks
kepada publik prasarana Kepasan
pemerintahan | Masyarakat
dengan (IKM)
dukungan
teknologi
informasi

3.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Penyediaan Peralatan rumah tangga

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang — Undangan

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
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Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung  Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan
2.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandiran pangan lainnya

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

3.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

2) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota

3) Pemantauan Stok Pangan

4) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan

5) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
3.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

6) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
7) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

8) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
3.3 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

9) Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
3.4 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai

dengan Angka Kecukupan Gizi
10) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
11) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
12) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita
Per Tahun

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan

4.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan pada
Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota
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4) Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5.2 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

1) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/
Kota

2) Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan

3) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal
tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

4) Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

5) Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal
tumbuhan

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025
berisi tentang indikator kinerja program, Indikator Kinerja kegiatan, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana indikatif, sumber dana dan
perkiraan maju rencana tahun 2026 akan disampaikan dalam (Tabel T-C.33, Lampiran

Permendagri 86/2017). Terlampir
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Perencanaan urusan ketahanan pangan bertitik tolak pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara
periode 2024 - 2026, yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan
ketahanan pangan selama 3 tahun dalam Renstra SKPD Ketahanan Pangan 2024 -
2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 merupakan rincian
program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025, guna
mendukung tercapainya target-target pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten
Penajam Paser Utara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan
penjabaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026, yang dilaksanakan
dalam satu tahun anggaran, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025
berisi tentang indikator kinerja program, Indikator Kinerja kegiatan, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana indikatif, sumber dana terdapat
dalam (Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86/2017). Terlampir
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang
harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Ketahanan
Pangan serta rencana-rencana kerja Bidang - Bidang dan Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Melalui forum musrembang desa/kelurahan, forum musrembang kecamatan
bahkan forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), para pelaku pembangunan
(stakeholders) menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang
hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Rencana Kerja
tersebut kemudian dibahas dalam musrembang kabupaten untuk mematangkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, selain harus
mempedomani RPIJMD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Renstra Dinas Ketahanan
Pangan, pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrembang
kabupaten. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan berfungsi sebagai acuan dan
pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan umum APBD maupun
prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan demikian keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh
kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad,
semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan dalam mengaplikasikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pelaksanaan pembangunan diharapkan
mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta
mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya bermuara pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disadari bahwa penyampaian Rencana Kerja ini masih terlalu umum, mengingat
penyajian data dan beberapa indikator masih belum dapat dipertajam sesuai dengan
harapan tetapi paling tidak akan dapat memberikan gambaran awal tentang program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Mengingat Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, maka dirasakan

perlu pembinaan dan masukan dari instansi yang berkompeten untuk penyempurnaan

dalam penyusunan Rencana Kerja berikutnya.
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Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86/2017)
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun Anggaran 2025 dan Prakiran Maju Tahun Anggaran 2026

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN
KODE RENCANA TAHUN 2025
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
c c URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA
s £ CATATAN
c S € £ 5 % | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PENTING | TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
© = © =5 oy =
§ > gn 2 E’ E KEGIATAN KEGIATAN LOKASI KINERJA DANA/PAGU SUMBER DANA KINERJA DANA/PAGU
> 5 s | L o [ INDIKATIF INDIKATIF
3 2
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN 9.700.959.194 9.849.211.062
PELAYANAN DASAR
2 RUSAN PEMERINTAHAN BIDAN
09 URUS G 9.700.959.194 9.849.211.062
PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indek Kepuasan Masyarakat
2 |09 | 01 PPU 88,70% . . . APBD 88,90% 6.698.970.524
PEMERINTAHAN DAERAH (IKM) i 6.655.723.534
210901 2| 01 Perencanaan, Penganggaran dan Terlaksananya Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi 1 Laporan 73.486.545 APBD 1 Laporan 168.173.997
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 |1 09| 01 2 02 | 01 PPU 1 Dokumen 73.486.545 APBD 1 Dokumen 168.173.997
Perangkat Daerah Perangkat daerah
2 1| 2 2 Admini i K P ki Terlaksananya Administrasi
0910 0 dministrasi Keuangan Perangkat v PPU 13 Dokumen 4.812.144.964 APBD 13 Dokumen 4.689.737.232
Daerah Keuangan
. . . Jumlah Orang yang Menerima Gaji
2 (09| 01 2 02 01 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN . PPU 27 Orang/Bulan 4.653.024.964 APBD 27 Orang/Bulan 4.518.137.232
dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 (09|01 2] 02| 02 T Zs ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas PPU 1 Dokumen 159.120.000 APBD 12 Dokumen 171.600.000
& ASN
2 |09 01 2 06 Administrasi U P kat D: h |Terlaksananya Administrasi
ministrast Tmum Ferangiat Daera y PPU 5 Dokumen 335.328.000 APBD 5 Dokumen 380.521.397
Umum Perkantoran
02 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah Paket Peralatan dan
2 |109]| 01 2 06 Kantor Perlengkapan Kantor yang PPU 1 Paket 6.604.000 APBD 1 Paket 50.000.000
Disediakan
b | Rapat Koordinasi d Jumlah Laporan Penyelenggaraan
209 01| 2| 06| o | cnyeiensearaan Rapat Roordinasi Gan panat Koordinasi dan Konsultasi PPU 30 Laporan 289.724.000 APBD 50 Laporan 255.521.397
Konsultasi SKPD
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Jumlah dokumen dukungan
2 |1 09| 01 2 06 | 09 |Pemerintahan Berbasis Elektronik pada . . PPU 1 Dokumen 39.000.000 APBD 1 Dokumen 75.000.000
pelaksanaan sistem pemerintahan
SKPD berbasis elektronik pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang
2|09 01 2 08 ) PPU 4 Dokumen 909.186.954 APBD 4 Dokumen 969.431.899
Pemerintahan Daerah Urusan Perkantoran
Jumlah L P di J
2 09| 01| 2| 08| 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat umian Laporan Fenyediaan Jasa PPU 1 Laporan 35.743.230 APBD 1 Laporan 35.737.883
Surat Menyurat




Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

09 | 01 2 08 | 02 R L Komunikasi, Sumber Daya Air dan PPU 12 Laporan 83.693.724 APBD 1 Laporan 83.694.016
Daya Air dan Listrik o o
Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
09| 01| 2| o8| 04 Kanzor v Pelayanan Umum Kantor yang PPU 13 Laporan 789.750.000 APBD 1 Laporan 850.000.000
Disediakan
09 | o1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah i
Penunjang Urusan Pemerintahan Terawatnya Barang Penunjang PPU 32 Unit 525.577.071 APBD 32 Unit 491.105.999
Urusan Perkantoran
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan
i j Dinas atau Kendaraan Dinas
09| 01| 2 | o9 |or [Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan o PPU 21 Unit 507.355.539 APBD 21 Unit 429.085.999
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
Jabatan dibayarkan Pajaknya
P lih Peralatan dan Mesi Jumlah peralatan dan mesin
09| 01| 2 | o9 |os [ CmeInaraan Feraiatan daniesin miah peraiatan ¢ PPU 10 Unit 12.020.000 APBD 10 Unit 12.020.000
Lainnya lainnya yang dipelihara
p iih /Rehabilitasi Ged Jumlah gedung kantor dan
09| 01| 2| 09 fog [ Smeinaraan/RenabilitasiGedung bangunan lainnya yang dipelihara/|  ppu 1 Unit 6.201.532 APBD 1 Unit 50.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya . A
direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
09 | 02 DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN |Tersedianya Fasilitas St.ok pPU 1 Unit 200.000.000 APBD 1 Unit 200.000.000
DAN KEMANDIRIAN PANGAN Pangan yang Memadai
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
L. T . inf K
09| 02| 2 Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai | Tersediannya sarana} |.n rastruktur - 1 Unit 200.000.000 APBD 1 Unit 200.000.000
Kewenangan Daerah Kab/Kota pendukung kemandirian pangan
09 | o2 5 o1 Penyedlz.az?n Infrastruktu.r Pendukung Jumlah |r1.frastruktur pendukung‘ PPU 1 Unit 200.000.000 APBD 1 Unit 200.000.000
Kemandirian Pangan Lainnya kemandirian pangan yang tersedia
PROGRAM PENINGKATAN Pencapaian Skor Pola Pangan
09 | 03 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Hara ,:m 4 PPU 87% 2.064.363.937 APBD 90% 2.380.204.020
PANGAN MASYARAKAT P
Penyediaan dan Penyaluran Pangan .
. . Tersedianya laporan harga
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai angan. NBM dan terpantaunya
09 | 03 |2.01 dengan Kebutuhan Daerah pangan, -rpantauny PPU 5 Laporan 1.319.376.175 APBD 5 Laporan 1.470.204.020
stok, pasokan dan distribusi
Kabupaten/Kota dalam Rangka ansan
Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan pang
Peninekatan Ketah b Jumlah keluarga yang mengikuti
09 | 03 [201] 07 Keln'”g atan fetahanan Fangan peningkatan ketahanan pangan PPU 20 Keluarga 370.000.000 APBD 20 Keluarga 450.000.000
€luarga keluarga
Distribusi |Jumlah kelembagaan distribusi
09 | 03 [2.01| 010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi ¢ PPU 1 Unit 200.000.000 APBD 2 Unit 150.000.000
Pangan kabupaten/Kota pangan
09 | 03 [2.01] 011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan PPU 1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen 500.000.000




Informasi Harga dan Pasokan

09 [ 03 (2.01] 015 Pemantauan harga dan Pasokan pangan Pangan PPU 36 Dokumen 589.172.155 APBD 1 Dokumen 360.000.000
09 | 03 201l 016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan Informasi Neraca Bahan Makanan PPU 1 Dokumen 10.204.020 APBD 1 Dokumen 10.204.020
(NBM) (NBM)
P lolaan dan Keseimb. . .
09 | 03 |2.02 enselolaan dan Heselmbangan Tersediannya dan terpeliharanya | ppu 28 Ton 629.987.762 APBD 28 Ton 680.000.000
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota .
cadangan pangan pemerintah
Pengadaan Cadangan Pangan Jumlah Cadangan Pangan
09 | 03 |2.02( 01 & . & & Pemerintah Kabupaten/Kota yang PPU 100 Ton 559.987.762 APBD 28 Ton 600.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota .
Terpelihara
Pemeliharaan Cadangan Pangan Jumlah Cadangan Pangan
09 | 03 |2.02| 04 : & g Pemerintah Kabupaten/Kotayang | PPU 60 Ton 25.000.000 APBD 72,5 Ton 30.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota X
Terpelihara
09 | 03 |2.02| os Penyaluran Cadangan Pangan Jumiah penyaluran Cadangan PPU 10 Ton 45.000.000 APBD 10 Ton 50.000.000
Pemerintah Kab/Kota Pangan Pemerintah Kab/Kota
Penentuan Harga Minimum Daerah
. Terlaksananya koordinasi dan
09 |os untuk Pangan Lokal yang tidak inkronisasi h 80.000.000
2.03 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan su.\ .ronlsa5| penentuink Iar:aI PPU 1 Laporan 40.000.000 APBD 1 Laporan .000.
Pemerintah Provinsi minimum pangan pokok loka
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
09 |03 |2 01 L Penentuan Harga Minimum PPU 1 Laporan 40.000.000 APBD 1 Laporan 80.000.000
Harga Minimun Pangan Pokok Lokal
Pangan Pokok Lokal
Terlaksananya penyusunan dan
Pelaksanaan Pencapaian Target penetapan target konsumsi dan
09 |03 |2 Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun [terlaksananya pemberdayaan PPU 2 Laporan 75.000.000 APBD 2 Laporan 150.000.000
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi [masyarakat dalam
penganekaragaman pangan
09 |03 [2 oz Penyusunan dan Penetapan Target  |Target Konsumsi Pangan Per PPU 1 Dokumen 75.000.000 APBD 1 Dokumen 150.000.000
Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun |Kapita Per Tahun
PROGRAM PENANGANAN Tert i di h
09 | 04 0G G ertanganinya daera PPU 28,60% 620.871.723 APBD 28,60% 400.036.518
KERAWANAN PANGAN kerawanan pangan
P Peta K ¢ d Tersusunnya pemutakhiran dan
09| 0af 2 enyusunan Peta flerentanan ¢an analisis peta ketahanan dan PPU 1 Dokumen 10.863.564 APBD 1 Dokumen 10.863.564
Ketahanan Pangan Kecamatan K
erentanan pangan
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta dan Analisis Ketahanan dan
09| 04| 2 01 v ! Kerentanan Pangan yang PPU 1 Dokumen 10.863.564 APBD 1 Dokumen 10.863.564

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Dimutahirkan




Penanganan Kerawanan Pangan

Terlaksananya pengadaan,
pengelolaan dan penyaluran

09| 04| 2 PPU 2 Dokumen 610.008.159 APBD 2 Dokumen 389.172.954
Kewenangan Kabupaten/Kota cadangan pangan pada
kerawanan pangan
Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan,
dan Penyaluran Cadangan Pangan pada
p p Kup 1 dan Penyaluran Cadangan Pangan
09| 04| 2] 02 erawanan Fangan yang mencakup pada Kerawanan Pangan yang PPU 1 Dokumen 600.000.000 APBD 1 Dokumen 379.164.795
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Ez:\(:;::aslnd:annS;nnkLc;r:sGais;ipenanganan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
09 | 04 2 03 R g Penanganan Kerawanan Pangan PPU 1 Laporan 10.008.159 APBD 1 Laporan 10.008.159
kabuipaten/Kota .
dan Gizi Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN |Meningkat tu di
09 | 05 eningkatnya mutu dan PPU 27% 160.000.000 APBD 27% 170.000.000
PANGAN keamanan pangan segar
Pelak: P K . N
09 | 05 |2.01 Pe 2 sa’;aa" ;"ga";a;a; eatma;':"t Meningkatnya kapasitas PPU 4 Dokumen 160.000.000 APBD 4 Dokumen 170.000.000
angan Segar Daerah Kabupaten/Kota || o paoaan pangan segar
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Jumlah Rekomendasi Kemanan
09 | 05 |2.01f 04 & € Pangan Segar Asal Tumbuhan PPU 1 Dokumen 35.000.000 APBD 1 Dokumen 35.000.000
Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi Perijinan Kemanan Jumlah Rekomendasi Perijinan
09 | 05 |2.01f 06 ) Keamanan Pangan Segar Asal PPU 1 Dokumen 35.000.000 APBD 1 Dokumen 35.000.000
Pangan Segar Asal Tumbuhan
Tumbuhan
; " Jumlah Sarana Pengujian
Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Keamanan dan Mutu Pangan
09 [ 05 |2.01f 07 dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan & PPU 1 Dokumen 75.000.000 APBD 1 Dokumen 80.000.000
Segar Asal Tumbuhan Daerah
Daerah Kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
lah Dok P
Penguatan Kelembagaan Pengawas Jumlah Dokumen Penguatan s
Kelembagaan Pengawas s
09 | 05 |2.01f 09 Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal PPU 1 Dokumen 15.000.000 APBD 1 Dokumen 20.000.000

Tumbuhan

Keamanan dan Mutu Pangan
Segar Asal Tumbuhan




